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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kontribusi 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 
faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan PKB. Jenis penelitian ini 
bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan data sekunder. 
Data yang diolah adalah data penerimaan PKB dan PAD periode 2017-2021 yang 
didapatkan dari UPT. SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara dan Badan Pengelola 
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan analisis 
data dengan menghitung tingkat efektivitas realisasi penerimaan PKB dan tingkat 
kontribusi PKB terhadap PAD. Berdasarkan dari hasil penelitian, selama periode 
2017-2021 rata-rata tingkat efektivitas realisasi penerimaan PKB sebesar 120,99%, 
dan kontribusi PKB terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 6,83%. Di samping 
tingginya tingkat efektivitas penerimaan PKB namun terdapat hambatan dalam 
penerimaan PKB akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak 
kendaraan bermotor. Langkah-langkah yang diberikan pihak SAMSAT terhadap 
hambatan penerimaan PKB dengan mengimbau dan meningkatkan masyarakat 
secara berkelanjutan untuk patuh dalam pembayaran PKB untuk tercapainya target 
dan realisasi yang telah ditetapkan pemerintah. 
 
Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) 
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ABSTRACT 

 This research aims to analyze and determine the contribution of Motor 
Vehicle Tax (PKB) to Regional Original Revenue (PAD), as well as factors that 
hinder the implementation of PKB collection. This type of research is quantitative 
with a descriptive approach and uses secondary data. The data processed is PKB 
and PAD revenue data for the 2017-2021 period obtained from UPT SAMSAT 
Southeast Aceh Regency and the Regional Financial Management Board of 
Southeast Aceh Regency. This research uses data analysis by calculating the level 
of effectiveness of PKB revenue realization and the level of contribution of PKB ro. 
PAD. Based on the results of the research, the average level of effectiveness of PKB 
revenue realization during the 2017-2021 period was 120.99%, and the 
contribution to PAD with an average of 6.83%. In addition to the high level of 
effectiveness in PKB acceptance, there are obstacles in collecting PKB due to the 
lack of public awareness of motor vehicle taxes. The steps taken by SAMSAT against 
obstacles to PKB acceptance by appealing and reminding the public on an ongoing 
basis to comply with PKB payments in order to achieve the targets and realizations 
set by the government. 
 
Keywords: Motor Vehicle Tax (PKB), Regional Original Revenue (PAD) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dalam berbagai 

bidang, seperti politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sosial. Indonesia sebagai 

negara berkembang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan 

mencerdaskan bangsa negara. Mewujudkan tujuan mencerdaskan bangsa dan 

negara dengan cara menyediakan ketersediaan pendanaan untuk sumber daya 

manusia yang unggul. Dalam menyediakan pendanaan ini, salah satunya dengan 

cara memperhatikan pembangunan ekonomi negaranya. Dengan adanya 

pembangunan ekonomi yang sangat baik akan memberikan banyak manfaat bagi 

suatu negara. Pembangunan ekonomi yang baik dilakukan Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah. Sehingga dapat menciptakan pemerataan 

pembangunan dari pusat hingga daerah. 

 Pembangunan ekonomi tentu memiliki tujuan baik jangka panjang dan 

jangka pendek. Berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 pembangunan ekonomi 

tentunya dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. 

Tak hanya itu tujuan jangka panjang lainnya untuk menciptakan masyarakat 

Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu juga tahapan pembangunan berikutnya 

dapat meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat 

baik di pusat maupun di daerah. Maka dari itu pelaksanaan pembangunan dapat 

dilakukan di berbagai tempat, baik di pusat hingga di daerah. 
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 Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan kebijakan desentralisasi oleh 

pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh 

pemerintah kepada daerah otonom untuk dapat mengatur juga mengurus 

pemerintah masing-masing daerah, termasuk penyelenggaraan keuangan daerah 

dan kekayaan daerah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah mengharapkan 

agar pemerintah daerah dapat memperbaiki sosial ekonomi di daerah dan 

meningkatkan pendapatan asli di daerah dalam berbagai bidang, termasuk dengan 

melakukan pemungutan pajak daerah masing-masing. 

 Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Aceh Tenggara yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, serta 

ekologi, serta kemampuan mengelola sumber daya tersebut untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Selain itu, Kabupaten Aceh Tenggara 

rentan terhadap bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga 

penentuan prioritas pendanaan berpedoman pada rencana pembangunan nasional, 

provinsi, dan kabupaten. Untuk melaksanakan pembangunan yang 

berkesinambungan maka Kabupaten Aceh Tenggara mengupayakan untuk 

menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangan seperti pajak, retribusi atau 

pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima 

pemerintah daerah dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi dan dengan 

dikelola semaksimal mungkin sehingga dapat memberi manfaat ekonomi kepada 

daerah. Komponen terpenting dari kontribusi PAD adalah hasil pajak daerah, selain 

kedua sumber tersebut. Yang dapat meningkatkan pendapatan utama daerah yang 
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perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan 

memberikan keleluasaan dalam hal pendapatan daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi 

 Pajak adalah salah satu sarana pemerintah untuk meningkatkan penghasilan 

untuk meningkatkan keuangan negara yang bertujuan untuk membiayai biaya 

pembangunan ekonomi masyarakat dan nasional. Pajak ialah iuran yang didapat 

dari rakyat yang tidak diberikan ganti rugi secara langsung. Besaran pajak yang 

dibayarkan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak dapat diminta kembali. 

Hal ini disebabkan oleh penggunaannya yang bersifat umum. Pajak didapat dari 

banyak sumber. Salah satunya, UU RI Pasal 1 angka 10 No.28/2009 mengenai 

pajak daerah dan retribusi daerah. “Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap 

daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa didasarkan 

UU, dengan tidak memaksa imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu jenis 

pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor sebagaimana dalam UU RI No. 28 

Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 menjelaskan pajak atas kepemilikan 

penguasaan kendaraan bermotor. 

 Salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terkait pajak 

kendaraan bermotor adalah one stop management system di wilayah Aceh Tenggara 

atau disingkat SAMSAT. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT di 

kawasan Kutacane (Kab. Aceh Tenggara) adalah penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan (STNK) dan layanan lain yang terkait dengan pembayaran ke kas 

negara. Biaya Transfer Mobil (BBNKB), kewajiban kontribusi wajib Dana 
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Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Kehadiran SAMSAT di wilayah Kabupaten 

Aceh Tenggara merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah memenuhi 

kewajibannya dan memotivasi masyarakat untuk membayar pajak. Sistem 

manajemen yang mapan untuk mempromosikan layanan pembayaran pajak bagi 

masyarakat yang beroperasi di gedung/lokasi. Sistem Manajemen Terpadu Satu 

Pintu (SAMSAT) di wilayah Aceh Tenggara merupakan sistem kerja sama terpadu 

antara Polri, Sistem Pengelolaan Keuangan, dan sektor keuangan. 

 Salah satu pajak daerah yang termasuk dalam golongan tingkat 1 yaitu pajak 

kendaraan bermotor, di mana pajak dipungut berdasarkan kepemilikan kendaraan 

bermotor yang dipungut selama 12 bulan berturut-turut sejak tanggal pendaftaran 

dan dibayar di muka (Rakatitha & Gayatri, 2017). Pajak akan meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor karena 

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di mana kendaraan bermotor salah satu 

kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, dengan demikian minat 

masyarakat sangat tinggi untuk dapat memiliki kendaraan bermotor (Zulkifli dalam, 

Rakatitha & Gayatri, 2017). Pajak kendaraaan bermotor merupakan sumber 

pendapatan daerah yang berdampak bagi kemakmuran suatu daerah, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan data SPT. Untuk dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan 

sistem yang baik agar tidak terjadinya berbagai jenis tindakan penyimpangan 

maupun kecurangan dalam pemungutan agar pemungutan dan pengelolaan sumber 

dana PKB dapat dilakukan secara efektif juga efisien. Berikut ini adalah target dan 

realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara.  
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Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh 

Tenggara Tahun 2017-2021 

Tahun Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang 

(Rp) 

Selisih 
Tahun 

Sebelumnya 
(Rp) 

Perkemb
angan 
(%) 

2017 4.060.000.000,00 4.954.230.223,00 894.230.223,00 - 122,03% 
2018 4.090.000.000,00 5.141.105.459,00 1.051.105.459,00 186.875.236,00 125,70% 
2019 5.010.000.000,00 5.802.458.550,00 792.458.550,00 661.353.091,00 115,82% 
2020 5.040.000.000,00 6.380.064.200,00 1.340.064.200,00 577.605.650,00 126,59% 
2021 5.720.000.000,00 6.567.855.367,00 847.855.367,00 187.791.167,00 114,82% 

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara 
 

 Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa kantor unit pelaksanaan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 

2017 pajak kendaraan bermotor yang terealisasi sebesar Rp. 4.954.230.223,00. 

Tahun 2018 realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 

Rp.5.141.105.459, selisih realisasi dari tahun sebelumnya adalah 

Rp.186.875.236,00. Tahun 2019 pemerintah setempat menargetkan pajak 

kendaraaan bermotor sebesar Rp.5.010.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp.5.802.458.550,00. Pemerintah setempat menaikkan kembali target pajak 

kendaraan bermotor di tahun 2020 sebesar Rp.5.040.000.000,00 dan realisasi pajak 

kendaraan bermotor mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 

Rp.6.380.064.200,00 di mana pada tahun 2019 bertambah sebesar 

Rp.1.340.064.20,00 dari yang ditargetkan. Pada tahun 2021 pemerintahan setempat 

secara konsisten menaikkan target pajak kendaraan bermotor sebesar 

Rp.5.720.000.000,00 dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh 

Tenggara menyentuh angka Rp.6.567.855.367,00. Realisasi pajak kendaraan 
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bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa tidak sedikit juga kendaraan yang 

terdaftar tidak membayar pajak kendaraan bermotornya. Untuk memperjelas 

kembali bahwa tidak sedikit kendaraan yang terdaftar dikenakan sanksi atau denda 

pajak kendaraan bermotor (PKB), dapat diperkuat oleh tabel 1.2 berikut: 

 

Tabel 1. 2 Denda Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tenggara 

Tahun 2017-2021 

TAHUN UNIT JUMLAH DENDA 
(Rp) 

2017 3.518 464.372.857,00 
2018 2.755 225.531.262,00 
2019 2.814 255.667.450,00 
2020 2.013 132.177.340,00 
2021 2.560 233.713.050,00 

 Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara 
 

 Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa kantor unit pelaksanaan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Aceh Tenggara tahun 

2017 denda pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.464.372.857,00 dengan jumlah 

3.158 unit. Pada tahun 2018 denda pajak kendaraan bermotor mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dengan jumlah 2.755 unit dan jumlah denda pajak 

kendaraan bermotor sebesar Rp.225.531.262,00. Tahun 2019 jumlah kendaraan 

bermotor yang terkena denda mengalami peningkatan yakni 2.814 unit dengan 

jumlah denda sebesar Rp.255.677.450,00. Pada tahun 2020 jumlah denda pajak 

kendaraan mengalami penurunan sebesar Rp.132.177.340,00 untuk 2.013 unit. 

Namun, di tahun 2021 kendaraan bermotor yang terkena denda PKB mengalami 



 

7 
 

kenaikan sebanyak 2.560 unit dengan jumlah denda sebesar Rp.233.713.050,00. 

Pajak yang diterima dapat mencapai target guna membantu Pendapatan Asli 

Daerah, hal ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh 

Tenggara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor. Apabila realisasi melebihi dari target yang ditentukan maka 

akan berdampak positif terhadap daerah, dan begitu pun sebaliknya jika realisasi 

tidak memenuhi target yang ditentukan maka akan berdampak negatif terhadap 

daerah. Maka perlu dilakukannya pengkajian mengenai penyebab tidak tercapainya 

target yang diharapkan (Wijaya et al., 2016). 

 Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik dengan fenomena tersebut. 

Alasan lain penulis memilih fenomena ini karena keinginan penulis untuk melihat 

apakah setiap tahunnya ada perkembangan kontribusi dan jumlah kendaraan 

bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara mengambil judul “Analisis Kontribusi 

Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Aceh Tenggara Tahun 2017-2021”  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah 

berikut ini: 

1. Seberapa besarkah Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021? 

2. Bagaimana tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Aceh Tenggara tahun 2017-2021? 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak 

kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara tahun 

2017-2021? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk menguji : 

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021 

2. Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh 

Tenggara tahun 2017-2021 

3. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di 

Kantor SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017-2021 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat manfaat penelitian, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian mampu menjadi rujukan baru untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat memberikan wawasan tentang kontribusi PKB 

terhadap PAD Aceh Tenggara. 

2. Bagi Instansi/Pemerintah Daerah 

Manfaat bagi instansi pemerintah terkait yaitu dapat memberikan kajian 

data dari penelitian dalam mengambil kebijakan daerah dan diharapkan 

mampu menjadi jalan keluar yang berhubungan mengenai kontribusi pajak 

kendaraan bermotor. 

3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Laporan 

Penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan data terbaru mengenai 

penerapan aturan yang ada dengan kondisi nyata dalam masyarakat. 

Manfaat bagi pembaca, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi data atau 

wawasan terbaru untuk penelitian yang berhubungan dengan kontribusi 

pajak kendaraan bermotor selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Tujuan sistematika penulisan ini untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami isi penelitian. Kajian ini disusun secara sistematis dalam lima bab, 

sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdapat unsur-unsur yang yang dimuat oleh peneliti seperti latar 

belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan uraian yang terdapat dalam bab ini seperti deskripsi yang bersifat 

umum digunakan sebagai pemahaman yang menunjukkan fakta yang didapatkan 

dari berbagai sumber, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang dapat 

memudahkan penggambaran secara umum atas subjek penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai proses penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran, objek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data yang dilakukan baik dengan 

pendokumentasian dan cara perhitungan data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum tempat penelitian yaitu Kabupaten 

Aceh Tenggara baik dari segi geografis. Selanjutnya diikuti dengan hasil penelitian 

dan hasil pembahasan dengan menggunakan metode dan teknik yang telah 

dipaparkan pada bab tiga yaitu metode penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil rangkuman tentang penelitian baik 

dari segi analisis data yang dipaparkan pada bab hasil dan pembahasan, 

keterbatasan penelitian, implikasi dan juga saran dari peneliti untuk Kabupaten 

Aceh Tenggara maupun para peneliti selanjutnya 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Menurut Murphy (2010) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran paksa 

yang diamanatkan oleh pembuat undang-undang dalam menjalankan kewenangan 

perpajakannya dan dikumpulkan serta diklaim untuk meningkatkan pendapatan 

yang digunakan untuk kepentingan publik dan pemerintahan. Pajak adalah 

kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada badan 

keuangan negara (Najicha, 2022). 

 Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan 

menegakkan aturan-aturan tersebut untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, pajak 

merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak juga merupakan sarana yang 

digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, seperti membayar 

karyawan atau memelihara angkutan umum. Pajak adalah jasa yang harus dipungut 

dan dibayar oleh pihak berwenang secara sepihak (sesuai standar yang berlaku 

umum) yang berguna secara stabil untuk menutupi pengeluaran umum (Kusuma & 

Safitri, 2017). 

 Pajak menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan tiap warga negara 

untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada kas negara. Hal ini menjadi 

tanggapan untuk suatu peristiwa, perilaku atau keadaan posisi tertentu. Namun hal 

ini tidak dapat dilihat sebagai hukuman dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan. Tidak ada layanan timbal balik langsung dari negara melainkan 
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aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditegakkan dengan maksud untuk 

menjaga kesejahteraan masyarakat (Octovido, 2014). 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan kewajiban menyerahkan separuh dari kekayaan untuk kas 

negara karena suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang memberikan suatu 

kedudukan. Berdasarkan landasan hukumnya, pajak yang ditetapkan pemerintah 

dan dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan umum. 

Berdasarkan definisi pajak, terdapat 2 fungsi menurut Mardiasmo (2011) yakni: 

1.) Fungsi pemerintahan (Budgetair). Fungsi pemerintahan dalam hal ini 

sebagai sumber pemasukan untuk pemerintah. Sebagai contoh pajak 

digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam APBN.  

2.) Fungsi mengatur (Reguler) yang artinya pajak memiliki kontrol dalam 

mengatur kebijakan ekonomi sosial. Sebagai contoh pemberian PPnBM 

sebagai pajak minuman beralkohol. 

 

2.2 Pajak Daerah 

 Badan atau orang perseorangan wajib melakukan pembayaran kepada 

pemerintah daerah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Tergantung pada 

peraturan yang berlaku, pajak ini dapat dikenakan dan digunakan oleh pemerintah 

untuk pembangunan daerah lebih lanjut (Ilmiah & Akuntansi, 2021). Menurut UU 

Nomor 28 Tahun 2009, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

  Pajak daerah terdapat 2 yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. 

Salah satu cara berpikir tentang pajak daerah adalah sebagai cara bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam otonomi daerah. Pendapatan daerah digunakan untuk 

mendanai pajak daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. 

Pajak daerah bersifat memaksa yang dibayar oleh satu orang atau suatu lembaga. 

Bentuk dari wujud pajak bagi masyarakat yaitu pembangunan atau perbaikan jalan, 

pembangunan jembatan sebagai penyambung jalan antar desa, untuk membuka 

lowongan pekerjaan baru, pelatihan kerja sumber daya manusia tiap daerah dan 

untuk urusan pembangunan pemerintah lainnya. Pajak daerah merupakan salah satu 

bentuk dukungan masyarakat yang bersifat wajib kepada pemerintah daerah yang 

diberikan oleh satu orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan tanpa adanya timbal balik secara langsung. Mereka 

dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan pemerintah daerah untuk menyejahterakan 

masyarakat. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan 

retribusi daerah, “Dalam suatu daerah ataupun kabupaten/kota diberi peluang dalam 

menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak 

selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. 

 Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota, 

“Bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah 

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup 
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rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang 

bersangkutan, objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum, objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek 

pajak pusat, potensinya memadai, tidak memberikan dampak negatif bagi 

perekonomian, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan 

menjaga kelestarian lingkungan”. 

 Berdasarkan UU No 28 tahun 2009, terdapat 2 jenis pajak, yaitu pajak 

kabupaten/kota dan pajak provinsi. Dalam UU No. 28 tahun 2009, pajak provinsi 

berisi, “Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan”. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari “Pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 

pengambilan galian golongan C dan pajak parkir kendaraan”. 

 

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor 

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor 

 Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, “Pajak kendaraan bermotor adalah 

pemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor beserta trailernya yang digunakan 

di semua jenis jalan negara”. (Satispi & Aziz Samudra, 2021) mengutarakan bahwa 

pajak kendaraan bermotor ialah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan, tidak 

termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang tidak digunakan sebagai 

alat angkut seperti bulldozer, excavator, loader, dan lain-lain.  
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1.) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor 

a. Pasal 4 ayat 1 UU No.28 Tahun 2009 dijelaskan mengenai Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan subjek pajak 

kendaraan bermotor ialah orang pribadi atau badan yang memiliki 

dan/atau menguasai kendaraan bermotor. 

b. Pasal 4 berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh No.11 Tahun 2018 

dijelaskan setiap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 

bermotor yang terdaftar di Aceh dipungut PKB 

2.) Objek Pajak Kendaraan Bermotor 

 Pasal 3 ayat 1 UU RI No.28 Tahun 2009 dijelaskan mengenai Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa objek pajak kendaraan bermotor ialah 

kepemilikan / penguasaan kendaraan bermotor. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

 Dasar hukum dalam memungut PKB yaitu berdasarkan ketentuan UU No. 

28 tahun 2009 pasal 3 – 8 PDRD, Pengenaan PKB tidak diterapkan di seluruh 

provinsi. Oleh karena pajak dapat diperoleh dari provinsi, dengan adanya peraturan 

daerah mengenai teknis pajak juga pemungutan pajak dari kendaraan bermotor di 

daerah atau provinsi tertentu yang berlaku. 

 UUD 1945 pasal 23A dijelaskan sebagai landasan hukum pemungutan pajak 

di Indonesia menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peraturan mengenai pajak 
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mengalami perubahan yang cukup drastis setelah adanya amandemen UUD 1945, 

hal ini dapat ditinjau pada pasal 23A. 

 Pasal 6 ayat 1 UU No.28 Tahun 2009 dijelaskan mengenai besaran tarif 

PKB. Pertama, pada kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling minimal 

sebanyak 1% dan maksimal sebanyak 2%. Kedua, pada kepemilikan kendaraan 

bermotor kedua dan berikutnya ditetapkan tarif secara progresif minimal 2% dan 

maksimal 10%. Pajak progresif kepemilikan kedua hingga berikutnya dapat 

dibedakan seperti kendaraan beroda yang minim dari 4, kendaraan beroda 4 atau 

lebih di mana kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan atas nama ataupun 

alamat yang sama. 

 Dalam hitungan Pajak Kendaraan Bermotor, besar biaya yang harus 

dibayarkan dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar dibayarkan pajak. Dalam 

penerapannya, PKB telah dirumuskan sebagai berikut : 

𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘	𝑇𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 = 	
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘	𝑥	𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟	𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘	𝑥	(𝑁𝐽𝐾𝐵	𝑥	𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡)  

 

2.3.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang yang wajib dilunasi sekalian di 

muka dalam jangka waktu dua belas bulan. PKB dibayarkan dalam jangka 30 hari 

sejak diterbitkannya data-data sebagai berikut: 

a. Surat Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) 

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 
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e. Perintah Pembetulan 

f. Keputusan Penolakan dan Keputusan Banding 

 Di mana mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak terutang. Pembayaran 

PKB ke brankas lokal bank, ataupun tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur, 

dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

 Tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak akan diberikan kepada wajib 

pajak yang telah menyelesaikan pembayaran. Sanksi Keterlambatan pembayaran 

pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi 

sebesar 25% dari jumlah pokok pajak kepada wajib pajak yang terlambat. 

Keterlambatan pembayaran pajak berdasarkan SKPD lebih dari 15 hari setelah 

tanggal jatuh tempo dapat dikenakan sanksi administrasi sebanyak 2% per bulan, 

dihitung untuk pajak yang kurang / terlambat dibayar paling lama 24 bulan sejak 

tanggal terutangnya pajak. 

 Penagihan PKB apabila pajak yang terutang belum dibayar setelah batas 

waktu pembayaran pajak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan 

tindakan penagihan. Pajak yang terutang di SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, 

keputusan pembetulan, keputusan oposisi dan keputusan banding, mengakibatkan 

peningkatan jumlah pajak yang terutang. 

 

2.4 Kontribusi 

 Kontribusi adalah peran nyata dalam keikutsertaan dalam melakukan 

sesuatu (KBBI, 2014). Kontribusi dalam fenomena ini adalah kontribusi pajak 

daerah. Kontribusi pajak merupakan persentase pemasukan yang didapat dari pajak 
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suatu daerah banding total pendapatan daerah dan hasilnya hanya setengah dari 

Anggaran Daerah. 

 

2.5 Pendapatan Asli Daerah 

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Menurut (Adisasmita, 2011) komponen sumber pendanaan daerah adalah 

pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendanaan ini kemudian digunakan untuk 

menjadi sumber penyelenggaraan pemerintah daerah (Gede & Artini, 2017). 

Sedangkan menurut (Kosanke, 2019) pendapatan asli tidak hanya dari retribusi 

daerah juga didapatkan dari hasil pengelolaan sumber daya alam daerah, hasil 

badan usaha milik daerah dan pendapatan daerah lain yang sah.  

 

2.5.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Berdasarkan sumbernya, pendapatan asli bersumber dari 3 hal. Yang 

pertama dari pendapatan asli daerah dapat berwujud seperti hasil pajak daerah, hasil 

badan usaha milik daerah, hasil retribusi daerah dan hasil usaha daerah itu sendiri. 

Yang kedua dari pemasukan bersumber dari pemberian pemerintah pusat, seperti 

sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lainnya dalam perundang-undangan. 

Dan yang terakhir pendapatan-pendapatan lain yang sah. 

 Pendapatan lain-lain ini berasal dari UU Pajak daerah diatur dan telah 

dipertimbangkan baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Aturan 

mengenai pajak dan retribusi daerah telah diatur dalam perundang-undangan. 

Aturan mengenai pajak dan wajib pajak telah diatur dalam UU dan pajak daerah 
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diatur oleh Peraturan Daerah. Perusahaan milik pemerintah daerah diatur dan 

diawasi berdasarkan asas ekonomi perusahaan pemerintah sedangkan aturan pokok 

mengenai perusahaan daerah telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. 

Beberapa usaha yang telah didirikan oleh pemerintah yang menjadi sumber 

pemasukan daerah yang telah diatur. Peraturan daerah juga mengatur mengenai 

beberapa usaha yang didirikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjadi 

sumber pemasukan daerah dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

Berdasarkan peraturan yang telah disetujui oleh DPRD, kepala daerah mampu 

memutuskan untuk membuat perjanjian utang-piutang atau membuat pinjaman bagi 

kepentingan daerah itu sendiri. Dalam perjanjian tersebut juga tertulis mengenai 

sumber pembayaran bunga, jumlah angsuran pinjaman per lama pinjaman dan 

bagaimana pembayarannya. Keputusan ini juga membutuhkan pengesahan Menteri 

Dalam Negeri mengingat ini adalah urusan negara.  

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang dapat mendukung 

penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan pada hasil penelitian terdahulu 

di bawah ini:  
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Tabel 2. 1 Talaah Kajian Terdahulu 

No. Penelitian Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 (Abdul 
Muis & 
Adhitama, 
S.Sos.,M.si, 
2021) 

Analisis 
Efektivitas dan 
Kontribusi 
Pajak, Bea Balik 
Nama, dan Pajak 
Bahan Bakar 
Kendaraan 
Bermotor 
Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 
2014-2018 
 

Penelitian ini menunjukkan hasil 
bahwa penerimaan PKB di DKI 
Jakarta tahun 2014-2018 mengalami 
kenaikan dengan tingkat efektivitas 
sebesar 1000,88%. Tidak seperti 
PKB, penerimaan BBN kendaraan 
bermotor mengalami fluktuasi 
dengan nilai rata-rata sebesar 
97,87%, sama halnya dengan 
penerimaan bahan bakar kendaraan 
bermotor juga mengalami fluktuasi 
dengan nilai rata-rata sebesar 
99,42% dari tahun 2014-2018. 
Ketiganya memiliki kontribusi 
terhadap PAD di Provinsi DKI 
Jakarta pada periode 2014-2018 
yaitu PKB dengan nilai rata-rata 
sebesar 18,27% termasuk dalam 
kategori kurang berkontribusi, 
BBNKB dengan nilai rata-rata 
sebesar 13,44% termasuk dalam 
kurang berkontribusi dan BBM 
dengan nilai rata-rata sebesar 3,17% 
termasuk dalam sangat kurang 
berkontribusi. 

2 (Meiriasari 
& Ratu, 
2021) 

Analisis 
Efektivitas, 
Kontribusi, dan 
Laju 
Pertumbuhan 
PBBKB 
terhadap PAD 
Sumatera 
Selatan 

Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan tingginya efektivitas 
dalam penerimaan PBBKB di 
Sumatera Selatan tahun 2014-2018 
dengan nilai rasio di atas 80% dan 
juga Kontribusi penerimaan 
PBBKB cukup berkontribusi dalam 
PAD di Sumatera Selatan walaupun 
sangat fluktuatif dengan persentase 
terendah sebesar 20,15% dan 
tertinggi sebesar 24,42%. 
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3 (Assa et al., 
2018) 

Analisis 
Kontribusi Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara 
Periode (2013-
2017) 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kontribusi PKB terhadap 
PAD di Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara tahun 2013-2017 sangat kecil 
atau tidak mencapai target dan 
mengalami fluktuasi. Pada tahun 
2013 dan 2015 kontribusi PKB 
terhadap PAD tidak jauh berbeda 
sebesar 31,36%, dan 31,18%, 
selanjutnya pada tahun 2016-2017 
kontribusi PKB mengalami 
kenaikan dengan nilai sebesar 
32,94% dan 33,26% di mana pada 2 
tahun ini merupakan kontribusi 
terbesar dalam 5 periode dan 
kontribusi PKB terendah berada 
pada tahun 2014 sebesar 29,88%. 

4 (Muchtar & 
Dkk, 2017) 

Analisis 
Kontribusi Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah 
Kabupaten 
Barito Utara 

Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan rata-rata kontribusi 
pajak kendaraan di Kabupaten 
Barito Utara dari tahun 2012-2015 
sebanyak 7,96%. Pada tahun 2014 
merupakan puncak tertinggi 
kontribusi pajak PKB terhadap PAD 
di Kab, Barito sebesar 10,22%. 
Walaupun setiap tahunnya 
kontribusi terhadap PAD 
mengalami fluktuasi namun masih 
dalam kategori yang relatif stabil. 

5 (Putra 
Prasetya, 
2018) 

Efektivitas 
Pemungutan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor Dalam 
Kontribusinya 
Terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan 

Pada hasil penelitian tersebut 
menunjukkan rata-rata realisasi juga 
target pajak kendaraan bermotor 
dari tahun 2013-2018 termasuk 
dalam golongan sangat efektif. Pada 
tahun 2013 tingkat efektivitas PKB 
sebesar 101,16%, disusul tahun 
2014-2015 termasuk dalam kategori 
sangat efektif dengan tingkat 
efektivitas sebesar 100,62% dan 
100,37%. Selanjutnya pada tahun 
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2016 tingkat efektivitas PKB 
sebesar 102,08% disusul dengan 
tahun 2017 yang mengalami 
penurunan sebesar 99,73% 
walaupun mengalami penurunan 
namun efektivitas PKB masih 
termasuk dalam kategori yang 
efektif. Di samping tingkat 
efektivitas yang sangat bagus, 
kontribusi PKB terhadap provinsi 
Sulawesi Selatan selama 5 tahun 
dari tahun 2013-2017 berada pada 
kategori yang sedang dengan jumlah 
rata-rata sebesar 28,51%. 

6 (Rizal & 
Hidayah, 
2018) 

Analisis 
Kontribusi Pajak 
Kendaraan 
Bermotor (PKB) 
dan Bea Balik 
Nama 
Kendaraan 
Bermotor 
(BBNKB) di 
SAMSAT Aceh 
Timur terhadap 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Provinsi Aceh 

Hasil penelitian tertulis bahwa PKB 
dan BBNKB SAMSAT Aceh Timur 
memiliki kontribusi sebesar 0,028% 
kepada Pendapatan Asli Daerah di 
Provinsi Aceh dengan laju 
pertumbuhan yang terus meningkat 
yaitu rata-rata dari laju pertumbuhan 
sebesar 7,41%. 

7 (Awaluddin 
et al., 2021) 

Analisis 
Kontribusi Pajak 
Kendaraan 
Bermotor dan 
Bea Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor Dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah Di 
Provinsi 

Hasil dari penelitian ini adalah 
kontribusi PKB terhadap PAD di 
provinsi Sulawesi Tenggara masih 
kurang dengan nilai persentase 
sebesar 14,95% dengan ini termasuk 
dalam kategori kurang 
berkontribusi, sedangkan kontribusi 
BBNKB terhadap PAD termasuk 
dalam kategori sedang dengan nilai 
rata-rata kontribusi sebesar 26,16% 
yang artinya BBNKB memberikan 
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Sulawesi 
Tenggara 

kontribusi yang cukup baik terhadap 
PAD di Sulawesi Tenggara. 

8 (Wahida & 
Sorong, 
2018) 

Analisis 
kontribusi pajak 
kendaraan 
bermotor 
terhadap PAD 
Kota Palopo 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
rara-rata kontribusi PKB terhadap 
PAD Kota Palopo masuk dalam 
kategori sangat baik, di mana nilai 
dari kontribusi sebanyak 55,20%.  

9 Putu Nadya 
Kardevi 
Rakatih & 
Gayatri 
(2017) 

Pengaruh 
Kontribusi Pajak 
Kendaraan 
Bermotor dan 
Bea Balik Nama 
Kendaraan 
Bermotor pada 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Hasil dari penelitian ini sebagai 
berikut, PKB berdampak pada PAD 
di Bali pada periode 2013-2016. 
Rata-rata PKB tiap tahunnya 
berkontribusi pada pendapatan asli 
daerah sebesar 31,94 %. 

10 (Nurmala & 
Sari, 2018) 

Analisis 
Pendapatan Asli 
Daerah dari 
Penerimaan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor pada 
Badan 
Pendapatan 
Daerah Provinsi 
Sumatera 
Selatan  

Hasil dari penelitian ini sebagai 
berikut, dari tingkat efektivitas dari 
realisasi penerimaan PKB di 
Provinsi Sumatera Selatan termasuk 
dalam kategori sudah efektif dengan 
nilai sebesar 100%. Kontribusi PKB 
terhadap PAD dari periode 2011-
2015 termasuk dalam kategori 
sedang dengan nilai rata-rata 
kontribusinya sebesar 20,10%-30% 

11 (Suci 
Naeshati 
Suningsih, 
Risma Wira 
Bharata, 
2021) 

Effectiveness 
and Contribution 
Analysis Of 
Local Taxes And 
Retributions To 
Regional Own-
Source Revenue 

Dari hasil penelitian kontribusi 
PAD terhadap Total Pendapatan 
Daerah menunjukkan rata-rata 
9,42% atau masih di bawah 30%, 
namun pencapaian PAD di 
Kabupaten Situbondo terus 
meningkat dari tahun 2010 hingga 
2019. Kontribusi setiap sumber 
PAD terhadap Total PAD dalam 
proporsi rata-rata menunjukkan 
Pajak Daerah 20,16%, Retribusi 
Daerah 11,38%, Hasil Badan Usaha 
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Milik Daerah dan Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Terpisah 3,83% 
Lain-lain PAD Sah adalah 64,3%. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
sebagian besar penerimaan berasal 
dari PAD Lain yang Sah. Efektivitas 
penerimaan dari sumber-sumber 
PAD menunjukkan angka 100,28% 
atau “sangat efektif”, namun selama 
beberapa periode realisasi 
penerimaan dari PAD menunjukkan 
efektivitas yang fluktuatif. 

12 (Wahyuni 
& 
Fandiyanto, 
2021) 

Analysis of the 
Effectiveness 
and Contribution 
of Regional 
Income on the 
Revenue and 
Expenditure 
Budget 
Situbondo City 

Efektivitas penerimaan dari sumber-
sumber PAD menunjukkan angka 
100,28% atau “sangat efektif”, 
namun selama beberapa periode 
realisasi penerimaan dari PAD 
menunjukkan efektivitas yang 
fluktuatif. Tahun 2010 (100,97%), 
tahun 2011 (101,33%), tahun 2012 
(102,29%), tahun 2013 (100,94%), 
tahun 2014 (101,15%) dan tahun 
2018 (101,43%) menunjukkan 
kriteria “sangat efektif”, namun 
untuk tahun 2015 (99,05%) ), 
realisasi pendapatan tahun 2016 
(97,18%), tahun 2017 (98,23%) dan 
tahun 2019 (99,51%) berada di 
bawah target yang ditetapkan atau 
masuk dalam kategori “efektif”. 

 
2.7 Kerangka Konsep 

 Kerangka konseptual memberikan kemudahan dalam kegiatan penelitian, 

memperjelas akar pemikiran pada penelitian, dan menggambarkan dasar suatu 

pemikiran secara umum. Kerangka konseptual juga mengacu pada gambar dengan 

variabel yang ditetapkan dalam penelitian dan juga variabel yang memengaruhinya. 

Menggunakan analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor variabel yang 
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memengaruhi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai 

variabel yang dipengaruhi. Kerangka pikir bertujuan untuk memperkirakan 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dan diilustrasikan pada 

gambar berikut. 

 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

  

 

Pajak Daerah 

Pajak Kendaraan 
Bermotor (PKB) 

Target Penerimaan 
Pajak 

 

Realisasi Penerimaan 
Pajak 

Efektivitas dan 
Kontribusi 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Gambar 2. 1 Kerangka  Konseptual 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah bentuk kuantitatif menggunakan 

data sekunder. Data kuantitatif merupakan bentuk angka-angka yang disajikan di 

dalam data. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini di mana hasil 

analisis yang ditemukan akan menjabarkan seberapa besar Pajak Kendaraan 

Bermotor berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kabupaten Aceh 

Tenggara 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi 

 Penelitian ini bertempat di SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu 

Atap ) wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang beralamat Pulo Sanggar, 

Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh 24651. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama kurang dari 2 bulan dimulai dari awal bulan 

Oktober hingga akhir bulan November 2022. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran 

 Definisi operasional merupakan definisi teoritis dan konseptual dan 

memberikan landasan untuk menentukan indicator dalam mengembangkan 
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perangkat suatu penelitian. Studi ini mempunyai definisi operasional sebagai 

berikut: 

3.3.1 Variabel Dependen (Pendapatan Asli Daerah) 

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 adalah pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah, pendapatan 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan keleluasaan 

mencari dana dari daerah. Penghasilan yang diperoleh dari penghasilan asli 

penduduk setempat lain yang sah di Kabupaten Aceh Tenggara dalam kurun waktu 

2017-2021 yang diukur dengan satuan rupiah (Rp). 

 

3.3.2 Variabel Independen (Pajak Kendaraan Bermotor) 

 Pajak kendaraan bermotor menurut UU Republik Indonesia No.28 Tahun 

2009 merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut dari PKB yang 

menghasilkan perolehan atau kepemilikan PKB oleh orang pribadi atau kelompok 

di Kabupaten Aceh Tenggara dalam kurun waktu 2017-2021 yang diukur dengan 

satuan rupiah (Rp). 

 

3.4 Objek Penelitian 

 Objek penelitian yaitu suatu hal yang dapat membentuk topik dalam 

penelitian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tenggara bersumber 

dari laporan keuangan tahun 2017-2021 menjadi objek dalam penelitian ini. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data agar dapat 

memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Data sekunder 

merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data 

yang dikumpulkan dari berbagai pusat data yang ada, termasuk sumber data 

perusahaan, penelitian dan organisasi lain menggunakan data survei. Data yang 

ditemukan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

 

3.5.1 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu teknik yang diterapkan untuk memperoleh 

data juga informasi dalam berbagai bentuk dengan melibatkan pengumpulan data 

mengenai subjek yang sedang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) wilayah Aceh 

Tenggara. 

 

3.5.2 Studi Pustaka 

 Studi Pustaka yaitu pengumpulan data ditujukan untuk pencarian data 

maupun informasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan rujukan dari 

penelitian terdahulu. Referensi diperoleh dari tesis, buku, jurnal, dan internet serta 

berbagai sumber lain yang relevan dari pustaka dan instansi yang terikat dengan 

masalah penelitian 
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3.5.3 Wawancara 

 Wawancara merupakan percakapan percakapan yang dilakukan oleh dua 

orang ataupun lebih antara seorang narasumber dan pewawancara, dengan berbagai 

tujuan untuk dapat mengumpulkan data berupa informasi. Teknik wawancara 

merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian 

tertentu.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis 

kuantitatif digunakan untuk menganalisis data terkait pajak kendaraan bermotor dan 

PAD dengan melakukan perhitungan. 

 
3.6.1 Analisis Efektivitas 

 Menurut (Mardiasmo,2011) ukuran berhasil atau gagalnya suatu organisasi 

dalam mencapai tujuannya merupakan ukuran efektivitas. Suatu organisasi dapat 

dikatakan berjalan dengan efektif, apabila organisasi tersebut berhasil dalam 

mencapai tujuannya. Maka dari itu, untuk mengukur efektivitas Pajak Kendaraan 

Bermotor dapat menggunakan rumus yang telah diperkenalkan dan dikembangkan 

oleh peneliti terdahulu (Adelina Rima, 2011) dengan menggunakan rumus di bawah 

ini 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠	𝑃𝐾𝐵 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖	𝑃𝐾𝐵
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡	𝑃𝐾𝐵 𝑥	100% 

Keterangan : 

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor 
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 Untuk Mengukur tingkat efektivitas maka menggunakan indikator pada 

tabel 3.1 di bawah ini : 

             Tabel 3. 1 Kriteria Efektifitas 

Persentase Kriteria 
>,100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 
80-90% Cukup Efektif 
60-80% Kurang Efektif 
<,60% Tidak Efektif 

Sumber:Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Adelina, 2013) 
 

 

3.6.2 Analisis Kontribusi 

 Analisis kontribusi merupakan suatu alat dalam analisis yang dapat dipakai 

agar dapat mengetahui kontribusi PKB yang dapat berpengaruh terhadap PAD. 

Cara untuk menghitung berapa banyak kontribusi PKB terhadap PAD selama 5 

tahun terakhir (2017-2021), Dengan menerapkan rumus di bawah ini 

𝑋 = 	
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘	𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛	𝐵𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖	𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛	𝐴𝑠𝑙𝑖	𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋	100% 

Keterangan : 

X = Tahun 

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
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 Untuk Mengukur kontribusi maka menggunakan indikator pada tabel 3.2 di 

bawah ini : 

Tabel 3. 2 Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 
0-10 Sangat Kurang 
11-20 Kurang 
21-30 Sedang 
31-40 Cukup Sedang 
41-50 Baik 

Di atas 50 Sangat Baik 
Sumber: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Handoko, 2013) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Geografis 

 Aceh Tenggara lebih multicultural dari Aceh Tengah (Aceh Tengah, Beber 

Meriah dan Gayo Lues) dan dihuni oleh lebih dari 3 suku, yaitu : Suku Alas sebagai 

suku lokal, diikuti suku pendatang seperti Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, 

Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee. 

 Secara geografis, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 

3055'23"–4016'37"LU dan 96043'23'–98010'32"BT. Berbatasan dengan Kabupaten 

Gayo Lues di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh 

Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil 

dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. 

Kutacane merupakan pintu masuk Kawasan aceh ke dalam Taman Nasional 

Pegunungan Leuser (TNGL), sekitar 5-6 jam perjalanan darat dari Medan di 

Sumatera Utara melalui daerah Karo. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Sebaran kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara 

 Jumlah kendaraan selama periode 2017-2021 di Kabupaten Aceh Tenggara 

mengalami peningkatan setiap tahun nya, dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai 

berikut. 

 



 

34 
 

Tabel 4. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara 

Tahun Motor Mobil Jumlah Pertumbuhan 
2017 1.630 8.474 10.104 12,15% 
2018 1.559 7.323 8.882 11,17% 
2019 1.728 7.473 9.201 14,12% 
2020 1.822 6.859 8.681 10,18% 
2021 1.808 6.894 8.702 13,14% 

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara 
 

 Tabel 4.1 menunjukkan jumlah dan perkembangan kendaraan bermotor 

yang terdaftar di Kabupaten Aceh tenggara dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 

jumlah kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat sebanyak 

10.104 unit dengan nilai pertumbuhan 12,15%. Di tahun 2018 pertumbuhan 

kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 11,17%, di mana selisih dengan 

tahun sebelumnya 0,98% dan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 

8.882 unit. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9.201 unit di mana nilai pertumbuhan juga 

mengalami peningkatan menjadi 14,12%. Pertumbuhan mengalami penurunan 

sebanyak 3,94%, di mana tahun 2020 menjadi 10,18% dengan jumlah kendaraan 

bermotor yang terdaftar sebesar 8.681 unit. Pada tahun 2021 jumlah kendaraan 

bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami kenaikan pertumbuhan yakni 

13,14% dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebanyak 8.702 unit. 

 

4.2.2 Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor 

 Efektivitas pajak kendaraan bermotor merupakan gambaran di mana 

kemampuan pemerintah dalam hal merealisasikan PKM dengan 

membandingkannya terhadap anggaran berdasarkan potensi riil daerah tersebut. 
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Dengan demikian, untuk membandingkannya dapat menggunakan rumus di bawah 

ini :  

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠	𝑃𝐾𝐵 = 	
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖	𝑃𝐾𝐵
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡	𝑃𝐾𝐵 𝑋	100% 

 Jika efektivitas PKB dihitung mendekati atau melebihi persentase 100%, 

maka pemungutan PKB atau pajak kendaraan di Kabupaten Aceh Tenggara 

semakin membaik. Kriteria perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 2 Kriteria Efektivitas 

Persentase Kriteria 
>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 
80-90% Cukup Efektif 
60-80% Kurang Efektif 
<60% Tidak Efektif 

Sumber:Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Adelina Rima, 
2011) 
 

 Pada Kabupaten Aceh Tenggara perhitungan efektivitas pajak kendaraan 

bermotor periode 2017-2021 sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Target Penerimaan, Realisasi dan Efektivitas Pajak Kendaraan 

Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021 

Tahun Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Efektivitas Kriteria 

2017 4.060.000.000,00 4.954.230.223,00 122,03% Sangat Efektif 
2018 4.090.000.000,00 5.141.105.459,00 125,70% Sangat Efektif 
2019 5.010.000.000,00 5.802.458.550,00 115,82% Sangat Efektif 
2020 5.040.000.000,00 6.380.064.200,00 126,59% Sangat Efektif 
2021 5.720.000.000,00 6.567.855.367,00 114,82% Sangat Efektif 

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara 
 

 Berdasarkan perhitungan efektivitas pada tabel 4.3 di atas, memperlihatkan 

bahwa tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor pada periode 2017-2021 
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memperlihatkan peningkatan. Efektivitas pajak kendaraan sebesar 126,59% 

menjadi yang tertinggi dengan kategori sangat efektif di tahun 2020. Dengan begitu 

dapat disimpulkan bahwa aturan pembayaran pajak yang telah direalisasikan secara 

menyeluruh kepada oknum pajak telah tersampaikan. Selanjutnya, pada tahun 2019 

dan 2021 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 115,82% dan 

114,82% termasuk dalam kategori sangat efektif. Walaupun target yang ditetapkan 

pemerintah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, namun para wajib pajak 

sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga realisasi pajak kendaraan 

bermotor bisa melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah.  

 Dapat dilihat dari hasil analisis di atas memperlihatkan dari tahun ke tahun 

realisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh tenggara berfluktuasi dan 

rata-rata melebihi dari target yang diharapkan yang di mana Kabupaten Aceh 

Tenggara tentunya terkait dengan kebijakan pemungutannya telah mencapai target. 

Hasil dari analisis memperlihatkan bahwa efektivitas PKB di Kabupaten Aceh 

Tenggara tahun 2017-2021 termasuk dalam kategori sangat efektif di mana rata-

rata efektivitas penerimaan pajaknya mencapai 119,08%. 

 

4.2.3 Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021 

 Kontribusi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sumbangan atau 

pemberian. Kontribusi dapat berupa materi maupun suatu tindakan. Jadi kontribusi 

merupakan pemberian adil setiap kegiatan, peran, masukan, ide, dan lain 

sebagainya. Disebutkan dalam kamus ekonomi bahawa segala sesuatu yang 
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diberikan kepada pihak lain dalam rangka tujuan bersama merupakan istilah dari 

kontribusi. Agar dapat menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Aceh Tenggara pada periode 2017-2021 dengan menggunakan rumus 

di bawah ini: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 = 	
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖	𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘	𝐾𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛	𝐵𝑒𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖	𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛	𝐴𝑠𝑙𝑖	𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑋	100% 

 

 Kontribusi pajak terhadap PAD masuk dalam kategori sangat baik apabila 

perhitungan kontribusi yang dihasilkan minimal dari 50%, dengan kata lain 

kontribusi pajak terhadap PAD tersebut tergolong banyak. Kriteria dari tingkat 

kontribusi pajak kendaraan terhadap PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4. 4 Kriteria Kontribusi 

Persentase Kriteria 
0-10 Sangat Kurang 
11-20 Kurang 
21-30 Sedang 
31-40 Cukup Sedang 
41-50 Baik 

Di atas 50 Sangat Baik 
  Sumber: Tim Litbang Depdagri UGM, 1991 (Dalam Handoko, 2013) 

 
 

 Di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2017-2021 kontribusi penerimaan 

PKB terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai berikut : 
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Tabel 4. 5 Realisasi PKB dan Tingkat Kontribusi PKB Terhadap PAD di 

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021 

Tahun Realisasi PKB 
(Rp) 

Realisasi PAD 
(Rp) 

Kontribusi Kriteria 

2017 4.954.230.223,00 60.053.234.222,18 8,25% Sangat Kurang 
2018 5.141.105.459,00 80.263.476.272,42 6,41% Sangat Kurang 
2019 5.802.458.550,00 117.628.924.350,95 4,93% Sangat Kurang 
2020 6.380.064.200,00 98.346.791.313,67 6,49% Sangat Kurang 
2021 6.567.855.367,00 81.385.176.053,49 8,07% Sangat Kurang 

Sumber : Laporan tahunan SAMSAT Kab. Aceh Tenggara 
 
 
 Pada gambar di atas memperlihatkan bahwa rata-rata kontribusi PKB 

terhadap PAD dari tahun 2017-2021 yaitu sebesar 6,83%. Data di atas menunjukkan 

bahwa dalam meningkatkan PAD kontribusi PKB di Kabupaten Aceh Tenggara 

pada tahun 2017 termasuk dalam kategori sangat kurang dengan memberikan 

kontribusi sebesar 8,25%. Penerimaan PKB pada tahun 2018 dan 2019 mengalami 

penurunan dengan kontribusi sebesar 6,41% dan 4,93% di mana ini termasuk dalam 

kriteria sangat kurang. Pada tahun 2020 kontribusi PKB mengalami peningkatan 

sebesar 6,49% dibanding tahun sebelumnya dan meningkat kembali di tahun 2021 

sebesar 8,07% namun dengan kriteria sangat kurang. 

 

4.3 Hasil dan Pembahasan 

4.3.1 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Aceh tenggara 

 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Aceh Tenggara 
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sangat fluktuatif dan tergolong sangat efektif, di mana rentang persentase 

efektivitas pemungutan PKB di tahun 2017-2021 sebesar 120,99% selama periode 

tersebut. 

 Dari hasil yang didapatkan memperlihatkan efektivitas PKB pada tahun 

2017 sebesar Rp.4.954.230.223,00 atau 122,03% dari target yang telah ditentukan 

sebesar Rp.4.060.000.000,00 maka pada tahun 2017 PKB Kabupaten Aceh 

Tenggara termasuk dalam kategori sangat efektif. 

 Persentase efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2018 sebesar 

125,70% atau Rp. 5.141.105.459,00 dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar Rp. 

4.090.000.000,00 dengan itu pada tahun 2018 PKB Kabupaten Aceh Tenggara 

termasuk dalam kategori sangat efektif. 

 Pada tahun 2019 persentase efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 

115,82% atau Rp.5.802.458.550,00 dari target PKB yang ingin dicapai sebesar Rp. 

5.010.000.000,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Walaupun mengalami penurunan sebesar 9,88% namun pada tahun 2019 efektivitas 

pajak kendaraan bermotor Kabupaten Aceh Tenggara masuk dalam kategori sangat 

efektif. 

 Persentase efektivitas pajak kendaraan bermotor Kabupaten Aceh Tenggara 

tahun 2021 adalah 126,59% atau sebesar Rp. 6.380.064.200,00 di mana pada tahun 

ini mengalami kenaikan 10,77% di mana target yang ingin dicapai sebesar 

Rp.5.040.000,00. Maka efektivitas pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh 

Tenggara tahun 20121 termasuk dalam kategori sangat efektif. 
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 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak kendaraan 

bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai tujuan yang ingin dicapai 

oleh pemerintah dari Kabupaten Aceh Tenggara di mana efektivitas PKB masuk 

dalam kategori sangat efektif. 

 

4.3.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Aceh Tenggara 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa pajak 

kendaraan bermotor tergolong sangat rendah terhadap pendapatan asli daerah, dapat 

dilihat dari persentase pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Aceh 

Tenggara dalam lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021. 

 Dari hasil yang diperoleh, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 

2017 mencapai 8,25% dari total realisasi sebesar Rp. 4.954.230.223,00 dan total 

PAD Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp.60.053.234.222,18. Dengan demikian 

pada tahun 2017 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD di Kabupaten 

Aceh Tenggara termasuk dalam kriteria kontribusi sangat kurang. 

 Persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2018 adalah 6,41% 

dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.80.263.476.272,42 dan realisasi 

penerimaan PKB sebesar Rp.5.141.105.459,00 di mana pada tahun ini mengalami 

penurunan sebesar 1,84%. Maka pada tahun 2018 kontribusi pajak kendaraan 

bermotor terhadap PAD Kabupaten Aceh Tenggara termasuk dalam kriteria 

kontribusi sangat kurang. 
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 Pada tahun 2019 persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor yaitu 

sebesar 4,93% dengan realisasi PKB sebesar Rp.55.802.458.550,00,00 dan 

pendapatan asli daerah sebesar Rp.117.628.924.350,95 di mana pada tahun ini 

persentase kontribusi PKB terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 1,47%. 

Dengan demikian kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kabupaten 

Aceh Tenggara termasuk dalam kategori sangat kurang. 

 Dari hasil yang diperoleh, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 

2020 mencapai 6,49% dari total realisasi sebesar Rp.6.380.064.200,00 dan total 

PAD Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp.98.346.791.313,67. Walaupun 

mengalami kenaikan sebesar 1,55% namun kontribusi pajak kendaraan bermotor di 

Kabupaten Aceh Tenggara masih tergolong dalam kategori sangat kurang. 

 Persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2021 adalah 8,07% 

dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.81.385.176.053,49 dan realisasi 

penerimaan PKB sebesar Rp.6.567.855.367,00 dan mengalami kenaikan dalam 2 

tahun berturut turut. Walaupun mengalami kenaikan sebesar 1,58% namun 

kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara masih tergolong 

dalam kategori sangat kurang.  

 Hasil di atas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di 

Kabupaten Aceh Tenggara memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Rata-rata kontribusi sebesar 6,83% selama 5 tahun terakhir termasuk dalam 

kategori kontribusi sangat kurang, hal ini terlihat dari tingkat capaian PAD yang 

diterima cukup tinggi yaitu dengan rata-rata sebesar Rp.87.535.520.442,54. Selain 

dari tingginya realisasi PAD, realisasi PAD tidak hanya diperoleh dari PKB saja, 
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tetapi juga dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Dengan demikian, 

kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Aceh Tenggara dalam 5 tahun terakhir 

termasuk kategori sangat kurang. 

 

4.3.3 Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara 

 Hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari SAMSAT dan 

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Pajak 

Kendaraan Bermotor dan juga berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

 Dalam proses penyempurnaan data, peneliti juga mewawancarai seorang 

pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam 

wawancara yang dilakukan, peneliti menanyakan beberapa hal yang berkaitan 

dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara, 

berikut wawancara yang dilakukan peneliti: 
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Tabel 4. 6 Hasil Wawancara Tahun 2022 

Peneliti Narasumber Solusi 
Bagaimana 
cara agar 
penerimaan 
realisasi pajak 
kendaraan 
bermotor di 
Kabupaten 
Aceh Tenggara 
dapat selalu 
mencapai target 
yang telah 
ditetapkan oleh 
pemerintah 
daerah? 

Setiap tahunnya 
realisasi pajak 
kendaraan bermotor 
pada BPK Kabupaten 
Aceh selalu mencapai 
target, namun tidak 
menutup 
kemungkinan bahwa 
masih banyak 
masyarakat yang 
kurang sadar terhadap 
 
pajak kendaraan 
bermotor. Dengan 
demikian untuk 
mencapai target 
SAMSAT Kabupaten 
Aceh Tenggara selalu 
menerapkan 3 hal 
untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat 
tentang pajak 
kendaraan bermotor 

Ada beberapa Langkah-langkah yang 
dilakukan SAMSAT Aceh Tenggara 
untuk meningkat kesadaran 
masyarakat tentang pajak kendaraan 
bermotor. 

1. SAMSAT Aceh Tenggara 
selalu mengimbau 
masyarakat aceh tenggara 
melalui media cetak dan 
elektronik agar taat dan tepat 
waktu dalam mengurus 
perpanjangan pajak 
kendaraan bermotor. 

2. SAMSAT Aceh Tenggara 
melakukan sosialisasi di 
setiap Desa yang ada di 
Kabupaten Aceh Tenggara 
melalui Kepala Desa dan 
perangkat Desa tentang 
peraturan dan cara 
pengurusan perpanjangan 
pajak kendaraan bermotor, 
baik itu pajak tahunan, 
pergantian stnk 5 tahunan, 
balik nama kendaraan 
bermotor dan Mutasi 
kendaraan bermotor. 

3. SAMSAT Aceh Tenggara 
setiap 1 tahun sekali 
melakukan Razia pajak 
kendaraan Bermotor khusus 
kendaraan BL (kode 
Kendaraan yang digunakan 
untuk plat kendaraan daerah 
Aceh), yang dibantu Oleh 
pihak Kepolisian, Polisi 
Militer dan Dinas 
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Perhubungan guna penertiban 
pajak kendaraan bermotor di 
Kabupaten Aceh Tenggara. 

 
Bagaimana 
proses 
penerimaan 
pajak 
kendaraan 
bermotor di 
SAMSAT 
Kabupaten 
Aceh 
Tenggara? 

Proses penerimaan 
pajak kendaraan 
bermotor di kabupaten 
Aceh Tenggara, 
Pemohon wajib pajak 
menyetor biaya 
kendaraannya kepada 
bendahara SAMSAT, 
dan Bendahara Samsat 
mengkompulir seluruh 
berkas-berkas dalam 
satu hari lalu di setor 
ke Bank Aceh untuk 
selanjutnya disetor ke 
Pemerintah Provinsi 
Aceh. 
 

Agar mempermudah proses 
pembayaran PKB, maka pembayaran 
pajak dapat dilakukan melalui online 
(Aplikasi Action) 

Faktor-faktor 
apa saja yang 
dapat 
menghambat 
pelaksanaan 
penerimaan 
pajak 
kendaraan 
bermotor di 
Kabupaten 
Aceh 
Tenggara? 

Faktor-faktor yang 
dapat menghambat 
pelaksanaan 
penerimaan pajak 
kendaraan bermotor di 
Kabupaten Aceh 
Tenggara yaitu 
masyarakat di 
Kabupaten Aceh 
Tenggara kurang 
sadar dan tidak 
terbuka terhadap pajak 
kendaraannya, seperti 
lupanya akan 
pembayaran pajak 
kendaraan bermotor 
sehingga waktu 
pembayaran jatuh 
tempo,. 

SAMSAT Kabupaten Aceh 
Tenggara akan terus mengimbau dan 
mengingatkan masyarakat terhadap 
pajak kendaraannya. Dengan di 
terobosan yang dilakukan oleh 
SAMSAT, target dari pemerintah 
dapat terpenuhi dan tercapai setiap 
tahunnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, peneliti 

dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1) Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh 

Tenggara tergolong sangat efektif di mana realisasi dapat melebihi target 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan rata-rata efektivitas 

sebesar 120,99% dari tahun 2017-2021. Dengan ini menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas penerimaan PKB di atas standar Kepmendagri 

No.690.900.327 dengan persentase di atas 100% yang artinya efektivitas 

penerimaan sangat efektif. 

2) Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah 

Kabupaten Aceh Tenggara tergolong sangat kurang di mana rata-rata 

kontribusi terhadap PAD hanya sebesar 6,83% dari tahun 2017-2021. Hal 

tersebut terjadi karena adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli 

daerah yang diperoleh tidak hanya dari PKB tetapi juga dari berbagai sektor 

pajak daerah dan juga retribusi daerah lainnya. Dengan ini menunjukkan 

bahwa tingkat kontribusi PKB terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tenggara 

di bawah standar Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dengan 

persentase di bawah 10% yang artinya kontribusi PKB terhadap PAD sangat 

kurang.  
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3) Beberapa hambatan dalam proses penerimaan PKB di Kabupaten Aceh 

Tenggara akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak 

kendaraannya namun di samping kekurangan itu pihak yang bertugas dalam 

penerimaan PKB (SAMSAT) mengimbau dan mengingatkan masyarakat 

secara terus-menerus untuk patuh dalam pembayaran pajak kendaraannya 

guna tercapainya target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil dari penelitian yaitu: 

1) Penelitian ini dilakukan hanya di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara 

2) Penelitian ini hanya menggunakan 1 jenis pajak daerah, yaitu pajak 

kendaraan bermotor. 

3) Objek pada penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 5 

tahun. 

 

5.3 Saran Penelitian 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 

telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 

1) Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh 

Tenggara saja tetapi dapat melakukan penelitian ke semua wilayah Aceh. 
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2) Diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti satu jenis pajak 

daerah tetapi juga dapat meneliti jenis-jenis pajak daerah lainnya atau dapat 

menggabungkan beberapa jenis pajak daerah lainnya. 

3) Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan rentang waktu 

penelitian tidak hanya 5 tahun. 

 
5.4 Implikasi Penelitian 

1) Hendaknya SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkatkan 

kembali tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak 

guna membantu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah seoptimal 

mungkin. Tidak hanya itu diharapkan agar SAMSAT dapat bersikap tegas 

terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak 

kendaraan bermotor milik pribadi dan melakukan berbagai sosialisasi yang 

menyeluruh demi kesejahteraan bersama. 

2) Untuk mengembangkan informasi hendaknya UPTD Kabupaten Aceh 

Tenggara dapat mengamankan data-data yang diperlukan di masa 

mendatang agar dapat menjadi bukti dan sebagai jasa informasi berupa 

informasi keuangan kuantitatif agar dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan 
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